BAB V

PENUTUP

5.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengetahuan wajib
pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung yang telah diuraikan dalam
bab sebelumnya, maka peneliti bisa menarik kesimpulan:

1. Variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten
Temanggung.

2. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten
Temanggung.

3. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung.

5.2 Implikasi

Penelitian yang telah dilakukan di Kantor Desa Kabupaten Temanggung
tentunya memiliki implikasi dari kesimpulan yang telah dituliskan diatas.

Pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten Temanggung
untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan. Seorang kaur keuangan desa perlu

memiliki pengetahuan lebih tentang kewajiban perpajakan untuk menghindari
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terjadinya pelanggaran yang mampu merugikan desa. Seperti yang dialami kaur
keuangan desa saat ini, dalam tugas menyetorkan maupun melaporkan PPh Pasal
21, Pasal 22, dan Pasal 23, kaur keuangan desa masih melakukan kesalahan
seperti telat menyetorkan pajak yang dipungut/dipotong dan juga tidak pernah
melaporkan SPT Masa. Hal tersebut membuat kerugian bagi kantor desa karena
harus membayarkan denda administrasi pajak. Oleh karena itu, diharapkan kaur
keuangan desa untuk lebih bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban
sebagai petugas yang mengelola keuangan desa terutama dalam hal perpajakan.

Kaur keuangan desa harus tau apabila tidak menyetorkan pajak yang
dipungut/dipotong atas PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 sebelum tanggal 10 bulan
berikutnya sejak tanggal pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi sebesar
2% per bulan dan bila tidak melaporkan SPT Masa pemungutan/pemotongan atas
PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 sebelum tanggal 20 bulan berikutnya akan
dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000,00 per SPT Masa. Perlu
diketahui Kaur Keuangan Desa bahwa DJP sudah menyediakan e bupot unifikasi
untuk mempermudah penyetoran dan pelaporan pajak yang dipungut/dipotong.
Diharapkan kepada KPP Pratama Kabupaten Temanggung agar memberikan
pengetahuan dan pengawasan terkait kewajiban perpajakan, supaya kaur keuangan
desa lebih mengetahui tugas dan kewajibannya. Dengan demikian desa dapat
menghindari pengeluaran dana yang tidak diperlukan seperti pembayaran denda
maupun sanksi lainnya.

Berdasarkan pada penelitian ini dinyatakan bahwa sosialisasi perpajakan

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kaur
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keuangan desa di Kabupaten Temanggung. Seperti yang dialami kaur keuangan
desa terkait perhitungan pajak yang harus disetorkan, kaur keuangan desa
menggunakan aplikasi excel dan simkudes dalam menentukan besarnya pajak.
Terdapat perbedaan nominal besarnya pajak pada aplikasi excel dan siskeudes
dikarenakan kaur keuangan desa tidak merubah tarif pajak sesuai dengan aturan
yang baru. Contohnya Pajak PPN pada aplikasi excel tarifnya masih 10%
sedangkan pada sinkudes sudah diperbarui dengan tarif 11%, sehingga terjadi
kurang bayar pada akhir periode dan kaur keuangan desa mendapatkan surat
pemberitahuan kurang bayar dari KPP Pratama. KPP Pratama juga perlu
melakukan sosialisasi penggunaan e Bupot yang sudah berlaku sejak 1 April 2022
untuk  mempermudah kaur keuangan desa dalam penyetoran PPh
dipungut/dipotong dan juga pelaporannya. Dengan memberikan dorongan atau
dukungan secara positif oleh KPP Pratama melalui sosialisasi perpajakan untuk
meningkatkan pemahaman terhadap kewajiban pajak kaur keuangan desa seperti
seminar perpajakan dalam tugas kaur keuangan desa, mengadakan pertemuan
untuk evaluasi kinerja kaur keuangan desa, dan memberikan solusi atas
permasalahan yang dihadapi kaur keuangan desa serta diharapkan kaur keuangan
desa selalu up to date akan informasi perpajakan untuk mendukung tugas dan
kewajiban perpajakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi perpajakan dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak kaur keungan desa di Kabupaten
Temanggung.

Berdasarkan pada penelitian dinyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan desa di Kabupaten
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Tamanggung. Hal tersebut karena banyak kaur keuangan desa yang belum paham
cara pelaporan SPT Masa, penafsiran jika setelah melakukan penyetoran pajak
maka kewajiban pajak sudah selesai, kurangnya pengawasan dari pimpinan,
lemahnya sistem pengendalian internal dan jarak yang jauh untuk menyetor pajak
sehingga kaur keuangan desa selalu mengulang kesalahan yang sama. Oleh karena
itu, perlunya penjelasan dari KPP Pratama untuk menerangkan lebih jelas terkait
tugas dan kewajiban perpajakan yang dilakukan kaur keuangan desa serta

meningkatkan pengawasan internal kantor desa oleh kepala desa.

5.3 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian pengetahuan wajib pajak, sosialisasi
perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kaur keuangan
desa di Kabupaten Temanggung, peneliti memiliki kendala pada penyebaran
kuesioner secara online maupun offline. Pada penyebaran online, antusias
responden untuk mengisi masih kurang. Lalu dilakukan penyebaran offline dengan
berbagai kendala seperti, akses jalan yang sulit dilalui, wilayah yang luas
mengakibatkan proses penyebaran dan pengambilan kembali kuesioner akan
menjadi lama, kemungkinan bertemu langsung dengan responden tidak pasti
sehingga kuesioner harus ditinggalkan, selain itu jam kerja kaur keuangan desa
yang terbatas mengakibatkan peneliti hanya dapat berkunjung ke kantor desa pada

jam Kerja.
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54 Saran

Bersadarkan pada keterbatasan diatas, saran yang dapat diberikan bagi
peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa, diharapkan
sebelum penyebaran kuesioner dilakukan, pastikan peneliti mengetahui letak
kantor desa dan jadwal pertemuan kaur keuangan desa se-Kecamatan agar
bertemu langsung dengan calon responden sehingga pengumpulan data kuesioner
lebih cepat dan maksimal. Kemudian peneliti selanjutnya diharapkan melakukan
wawancara atau interaksi langsung kepada responden agar dapat menggambarkan

keadaaan sesungguhnya serta mendapat lebih banyak informasi terkait penelitian.
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